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ABSTRACT

The used tool speed divider in the pandau permaiptex at Siak Hulu is initiative from by
that all society and popular with name “the Sleepliée”. However, the societies always
make left over and underestime a safety and pleabyr street user. It is can appear a
misfortune, and sometime accident of traffic. Trefic Police have a role as supervised use
a tool speed divider. The writer hopes in this thelat are : first, a Traffic Police have a
role when supervise use tool speed divider in Parieermai complex in the Polsek law area
at Siak Hulu. Second, the obstacle factor thatdame Police Traffic in supervised use a tool
speed divider in Pandau Permai complex in Polsek daea at Siak Hulu. Third, the effort
does Traffic Police in exceed of obstacle in sugeds use tool speed divider in Pandau
Permai complex in Polsek law area at Siak Hulu.sTigisearch is a kind sociological law
research. This research gets in the Pandau Permaiptex at Siak Hulu, Kampar. The
population and sample are all people that be relaté problem in a research, the data
source used by primary and secondary data, andddi@ collecting technique in this
research use quetioner, interview and referencel data analyze is qualitative and think
deductive method. The result of research has tboeelusions. First, a Traffic Police have a
role when supervise use tool speed divider in Pandarmai complex does by penal and
non-penal wisdom. Second, the obstacle factorfdwdd by Police Traffic in supervised use
a tool speed divider in Pandau Permai complex aternal and external factor. Third, the
effort does Traffic Police in exceed of obstaclestsaighten out of restructure and
infrastucture, increase Polri education and actigé Dikmaslantas activity. Writer has
suggestions, which are first: about atraffic politeve a role when supervise, use tool speed
divider Pandau Permai complex should active progdhat preventative. Second, about the
obstacle factor by internal police be related tooperty and inventory must completed,
increase mental, moral, and procedure and then oreasf the side make tool speed divider,
while the factor of obstacle by external, intertelh of realization factor for society so more
attention. Third, steps faced in exceed of obstasiéter has suggest for leader Traffic
Police should always patient and professional.
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A. Pendahuluan

Alat Pembatas Kecepatan adalah kelengkapan tambphda jalan yang
berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotengurangi kecepatan
kendaraannya berupa peninggian sebagian badanyatgnmelintang terhadap sumbu



jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertéritetentuan teknis penyelenggaraan
Alat Pembatas Kecepatan ini diatur dalam Keputldanteri Perhubungan Nomor 3
Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamaralerdalan yang secara jelas
mengatur bentuk dan tinggi Alat Pembatas Kecepatag aman.

Untuk mengurangi laju kendaraan, beberapa pihakyadg memiliki inisiatif
untuk membuat Alat Pembatas Kecepatan atau olelyamakst sering disebut dengan
istilah polisi tidur. Namun dalam membuat Alat Petals Kecepatan ini, masyarakat
sering kali tidak mengikuti petunjuk teknis mengemp&masangan Alat Pembatas
Kecepatan tersebut dan mengabaikan keamanan dgankanan pengguna jalan, hal ini
dapat dilihat dari warna Alat Pembatas Kecepatarg yl@ampir serupa dengan warna
jalan karena tidak diberi garis serong dari caiMaena putih, bentuknya yang terlalu
tinggi dan juga tidak didahului dengan pemberiardéakepada pengemudi kendaraan
bermotor akan adanya Alat Pembatas Kecepatan didgaahal ini tentu saja dapat
menimbulkan malapetaka, bahkan dapat menimbulkesldeaan lalu lintas.

Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan oleh beberapk pilasyarakat yang
mengabaikan keamanan lalu lintas ini juga dapaitdidan telah merintangi jalan umum
karena dapat mengakibatkan terganggunya fungsi, jakd tersebut telah diatur dalam
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertalglintas dan Angkutan jalan
yang mengatakan bahwa :

1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang ak@matkan kerusakan
dan/atau gangguan fungsi Jalan.

2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang akématkan gangguan pada
fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksuthdzdaal 25 ayat (7).

Pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20@&nte Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dijelaskan bahwa ketentuan pidasalR& adalah :

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang meraj&kib kerusakan dan/atau
gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalaal P& ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahan déenda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksudagyatig1l) berlaku pula
bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yangakéatkan gangguan pada
fungsi perlengkapan jaian sebagaimana dimaksudnddesal 28 ayat (2).
Berdasarkan uraian diatas, maka pembuatan Alat &temBecepatan yang tidak

sesuai dengan ketentuan dan kemudian dapat merggggalgan umum merupakan
tindakan yang melanggar hukum. Perilaku terseladanya di sebut dengan pelanggaran
atau bahkan disebut dengan kejahatan.

Dalam hal ini, Kepolisian mempunyai peranan yanggaa penting, seperti yang
di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 T&002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, di sebutkan bahwa tugas pok@&poisian Negara Republik
Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum, dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaepada masyarakat.

Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tugaskpBKOLRI adalah berupaya
untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam analeyt yang dapat

! Lihat, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 198tarig Alat Pengendali dan Pengaman
Pemakai Jalan, Pasal 3.

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 TahD®92tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Pasal 28.
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pkaedhukum hanya merupakan
salah satu dari sekian banyak fungsi Kepolisiayysmgat lua3.

Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek RérmamPandau Permai
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar cukup banyakuk lebih jelasnya berikut
adalah tabel jumlah Alat Pembatas Kecepatan yaagpada tiap-tiap jalan di Komplek
Perumahan Pandau Permai :

Tabel 1.1
Jumlah Alat Pembatas Kecepatan di Komplek PerumahafPandau Permai
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No Nama Jalan Blok Jumlah alat pembatas kecepatan
1 Jalan Raya (Poros) A 2 buah
2 Kopkar Raya A
3 Atlet Raya B 2 buah
4 Sengon Raya B 9 buah
5 Giam Raya B 22 buah
6 Kempas Raya B 23 buah
7 Suryan Raya B 15 buah
8 Kruing Raya B 19 buah
9 Sirsak Raya C 14 buah
10 | Alpokat Raya C 9 buah
11 Kedondong Raya C 13 buah
12 | Tembusu Raya C 15 buah
13 Bayur Raya c | e
14 | Dedap Raya C 4 buah
15 Rengas Raya c |\ -

16 | Mahang Raya | — ----- 3 buah

Jumlah 150 buah

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2012

® RamelanHukum Acara Pidana (Teori dan ImplementaSiymber lImu Jaya, Jakarta, 2006, him. 30.
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B.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalalagjiahaka penulis merasa

sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhagapanan dari Polisi Lalu Lintas
dalam hal Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan kalena itu, penulis mengangkat
judul penelitian :“Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Alat
Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum
Polisi Sektor Siak Hulu”.

Rumusan Masalah

1.

Bagaimana peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengapeasgggunaan Alat Pembatas
Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai diyahl Hukum Polisi Sektor
Siak Hulu ?

. Apa faktor penghambat yang dihadapi Polisi Lalu tdsn dalam mengawasi

penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Komplek Rdramn Pandau Permai di
Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu ?

. Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintatik mengatasi hambatan dalam

mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan dpl€knPerumahan Pandau
Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui peranan Polisi Lalu Lintas dalaeangawasi penggunaan Alat
Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan PandawaPériwilayah Hukum
Polisi Sektor Siak Hulu.

b) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapisiPbalu Lintas dalam
mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan dplékrRerumahan Pandau
Permai di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu.

c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polisi Laiatds dalam mengatasi
hambatan dalam mengawasi penggunaan Alat Pembaizepétan di Komplek
Perumahan Pandau Permai di Wilayah Hukum Polisicsé&liak Hulu.

2) Kegunaan Penelitian

a) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mang perbendaharaan ilmu
pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum keap@tarkhususnya tentang
peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunélat Pembatas
Kecepatan.

b) Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekam-makéasiswa lainnya dalam
menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berigalnudengan peranan Polisi
Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Perslkataepatan.

c) Sebagai masukan bagi masyarakat, instansi dantggaragak hukum mengenai
penggunaan Alat Pembatas Kecepatan khususnya dgeperanan Polisi Lalu
Lintas dalam mengawasi penggunaan Alat Pembataespidéam.

D. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah pmmelllukum Sosiologis yaitu
penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukiengan masyarakat, sehingga
mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum datesasyarakat, karena dalam
penelitian ini penulis langsung mengadakan peanalifada lokasi atau tempat yang
diteliti guna memberikan gambaran secara lengkapjelas tentang masalah yang
diteliti.



2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komplek Perumahan Panésermai Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar, sebab lokasi tersebut barngattapat Alat Pembatas
Kecepatan yang teknis pemasangannya tidak sesngameturan yang berlaku dan
bentuknya juga mengabaikan keselamatan, keamanaketincaran lalu lintas.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objegatteniri yang sam&.Yang
merupakan objek yang hendak diteliti. Agar dipemotiata sebagaimana judul
penelitian penulis, populasi dalam penelitian adala
1) Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu.
2) Kepala Desa Pandau Jaya.
3) Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu.
4) Ketua Rukun Tetangga Desa Pandau Jaya

b) Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang akaadikgn sebagai objek
penelitian. Untuk Kanitlantas, Polisi Lalu Lintagnd Kepala Desa, mengingat
jumlah populasinya yang sedikit, maka penulis andlethgan cara sensus, yaitu
menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi galagUntuk ketua RT,
penulis ambil cardurposive Samplingyaitu penarikan sampel yang kriterianya
ditentukan oleh penulis.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar tabgpydasi dan sampel yang akan
dijadikan objek dalam penelitian ini :

Tabel 1.2
Daftar Populasi dan Sampel
No Jenis Pooulasi Jumlah Jumlah Persentase
b Populasi Sampel (%)

Kanitlantas Poisek 0
1 Siak Hulu 1 1 100%
5 Kepala Desa 1 1 100%

Pandau Jaya

Polisi Lalu Lintas 0
3 Polsek Siak Hulu 5 S 100%
4 Ketua RT Desa 98 13 13.2%

Pandau Jaya

Jumlah 105 20 )

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2012

* Bambang Sunggondvletodologi Penelitian HukumEdisi kesatu, Cetakan ketiga belas, Rajawali,Pers
Jakarta, 2012, him. 118.



4. Sumber Data
a) Data Primer
Data Primer yaitu data yang penulis peroleh seleamgsung dari responden sesuai
dengan permasalahan yang diteliti.
b) Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakgang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan antara lain :
a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoliddegara
Republik Indonesia.
b. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Laltakidan Angkutan
Jalan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentangajdiamen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebntuhlu Lintas.
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994ang Alat
Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indandsmor 23 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Hagkat Kepolisian
Resor dan Kepolisian Sektor
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari literatur dan has&helitian para ahli sarjana
yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan per®udisi Lalu Lintas
dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.
3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus hukumsikéopedia dan
sejenisnya. Serta data yang diperoleh dari inteyaeig berkaitan dengan
peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi peggunAkat Pembatas
Kecepatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengaa s@mbuat daftar- daftar
pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permaaalapang diteliti. Dan
kemudian harus dijawab oleh responden (sampel igangldalam hal ini Ketua
Rukun Tetangga Desa Pandau Jaya sesuai dengamikeaaay sebenarnya.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengaakokan dialog atau
tanya jawab secara langsung kepada KanitlantaglP8isk Hulu, Kepala Desa
Pandau Jaya dan Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu

c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan dategah mengumpulkan
bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan peratemalang penulis angkat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari kuisioner, wawancatadi kepustakaan dianalisis
secara kualitatif artinya data yang berdasarkanamr&alimat atau data tidak
dianalisis dengan menggunakan statistik atau maileanataupun sejenisnya, yaitu
apa yang dinyatakan responden secara tertulis Is@u dan perilaku nyata yang
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang usérfa dengan mengunakan metode
deduktif dengan cara menganalisis dari permasalghag bersifat umum terhadap
hal-hal yang bersifat khusus.



E. Pembahasan
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Istilah  “kebijakan” diambil dari istilahpolicy’ (Inggris) atau politiek’
(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing iniaka istilah “kebijakan hukum
pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politikum pidana®
Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana tlagiihat dari politik
hukum maupun dari politik kriminal. Menurut SudartBolitik Hukum” adalah :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yanky sesuai dengan keadaan
dan situasi saat itu.

b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badang yaerwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendakig ydiperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandafggn masyarakat dan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

a) Kebijakan Hukum Pidana dengan SaranaPenal

Pencegahan dan penaggulangan kejahatan haruskditakiengan pendekatan
integral dan ada keseimbangan antpemd (pidana) dan non-penal Kebijakan
kriminal dengan saran@enal berarti penggunaan sarap@nal dalam penaggulangan
kejahatan melalui tahapan-tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu mehé@n sesuatu perbuatan
diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penemphukum positif oleh aparat
penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, peatarnt hingga pemeriksaan
dipersidangan, dan mengacu kepada ketentuan hutana pidana.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutiffadministratifgitu tahapan pelaksanaan
pidana secara konkreét.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakgianbaari politik
kriminal yang pada hakikatnya merupakan bagian Kebijakan sosial, kemudian
kebijakan ini diimplementasikan kedalam Sistem &&a Pidana. Dimana Sistem
Peradilan Pidana ini mempunyai dua fungsi gandsatdlipihak berfungsi sebagai
sarana menahan dan mengendalikan kejahatan dadgkatan tertentu, dilain pihak
berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mencobagurangi kriminalitas
dikalangan mereka yang pernah melakukan tindaknpidéan mereka bermaksud
melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pesthizwd, dan pelaksanaan pid&na.

b) Kebijakan Hukum Pidana Dengan SaranaNon-Penal
Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakaon-penaldalam hal ini antara lain
pencegahan tanpa menggunakan pidamevéntion without punishméntPada
hakikatnya, berkaitan dengan tipologi pencegahsaratain sebagai berikut :

1. Pencegahan primer, yaitu tindakan yang diarahk#én geeda masyarakat sebagai
korban potensial maupun para pelaku kejahatan yaasgh belum tertangkap atau
pelaku potensial. Secara khusus mencoba mempemngatuensi krimogenikdan
akar kejahatan, misalnya dapat dilakukan melalundmikan, perumahan,

®> Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangany®sunan Konsep
KUHP Baru),Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Prenada Media Grdakarta, 2011, him. 26.
6 .
Ibid.
" Erdianto,Pokok-Pokok Hukum Pidanalaf Riau, Pekanbaru, 2010, him. 51.
8 |s Heru Permanasriminil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 7200m. 74.



lapangan kerja dan rekreasi. Dalam hal ini targatnanya adalah masyarakat
umum.

2. Pencegahan sekunder, yaitu tindakan yang diaralpkaia kelompok pelaku
potensial atau kelompok korban potensial tertekiorban potensial tertentu
misalnya korban kejahatan perampokan nasabah Bankegahan sekunder dapat
ditemukan dalam Sistem Peradilan Pidana dan pesangp secara praktis, seperti
peranan Polisi dalam mencegah kejahatan. Targetamyga adalah mereka yang
cenderung melakukan melanggar.

3. Pencegahan tersier, yaitu langkah pencegahan yiamghkian pada jenis pelaku
tindak pidana tertentu dan korban tindak pidan@méun. Pencegahan ini mengarah
pada residivisme lembaga-lembaga lain dalam Sisteradilan Pidana. Targetnya
adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

c) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas Dalan Penaggulangan
Pelanggaran Lalu Lintas.

1) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas dengan SaranaPenal

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakgianbdari politik
kriminal yang merupakan bagian dari kebijakan dp$i@mudian kebijakan ini
diimplementasikan kedalam Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah ptlsi lintas. Penegak
hukum adalah mereka yang langsung maupun tidalslemggberkecimpung dalam
proses penegakan hukum.

Fungsi Kepolisian dalam hal penegakan hukum telaianigkan dalam Pasal
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kejpolisiegara Republik yang
menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah f&mgsi pemerintahan
Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertilesyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan mesyta

2) Kebijakan Hukum Pidana oleh Polisi Lalu Lintas dengan SaranaNon-Penal.

Kebijakannon penaldalam penggulangan kejahatan merupakan salah satu
bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usabagyrasional dari masyarakat
dalam menaggulangi kejahatan.

“ Salah satu saramaon penalyang digunakan adalah melalui jalur kebijakan
sosial gocial policy yang termasuk dalam jalprevention without punishment.
Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijat@nupaya rasional untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan harus méndagsatian adalah
penggarapan masalah kesehatan jiwa masyasaal hygieng. '

Dalam mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu $iAtegkutan Jalan,
Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukujaldin raya dapanelaksanakan
pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluham, generangan berlalu lintas
dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan retisyarakat dalam berlalu
lintas Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat pengguna jalangerti dan
paham akan peraturan lalu lintas.

° A. Widiada Gunakaya, Petrus Iriantéebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana &eikan
Alfabeta, Bandung, 2012, him. 35.
%1pid. him 37.



2. Teori Peranan
Menurut Williem Shakespeare dalam bukudygYou Like [t mendefenisikan
status sebagai suatu peringkat atau posisi segpd@am suatu kelompok dalam
hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan pedalata perilaku yang
diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatusstBengan pengertian lain,
status adalah seperangkat hak dan kewajiban dasn Refalah Pemeranan dari
perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.
Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalaorwmsur, sebagai berikut :
a. Peranan yang ideabgal role
b. Peranan yang seharusngxgected role
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendlier€eived rolg
d. Peranan yang sebenarnya dilakulactyal role.*
Dalam bidang keamanan Lalu Lintas, secara berupgaanan yang ideal dan
peranan yang seharusnya dari Polisi Lalu Lintatahda
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang keao Negara
Republik Indonesia :
a. Peranan yang ideal :
Pasal 4 yang isinya adalah :
“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuatukmmewujudkan keamanan
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamatanketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya pentigdn, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyattetem masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.”
b. Peranan yang seharusnya :

Mengenai peranan yang seharusnya dari Polisi Lahtag pada tingkat
wilayah Kecamatan terdapat dalam Peraturan Kepajmolksian Negara Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan @agmman Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektorfwyai
Pasal 120 ayat (3) yang isinya adalah :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksual gt (2), Unitlantas

menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang laltadimmelalui kerja sama
lintas sektoral dan Pendidikan Masyarakat Laludsnt

b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalarattah falu lintas dalam
rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelantdualintas, dan

c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penangecelakaan lalu lintas
dalam rangka penegakan hukum.”

3. Peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi pengguran Alat Pembatas
Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai di Wdyah Hukum Polisi
Sektor Siak Hulu

Di Komplek Perumahan Pandau Permai hampir setim jenemiliki Alat
Pembatas Kecepatan dengan ukuran dan ketinggignbgaheda-beda. Kenyataan ini
seakan telah menjadi kebiasaan dan sebuah kelumrdhdengah masyarakat
perumahan tersebut, walaupun tidak semua masyars@etujui akan keberadaan

1 william Shakespeare, dalam Aminuddin Ran dan Sitdari,Sosiologj PT Gelora Aksara Pratama,
Jakarta, 1991, him. 118.
12 5perjono Soekantdsaktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan HukBi RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2011,him. 20.
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Alat Pembatas Kecepatan tersebut. Hal ini dapéuaditari data yang penulis peroleh
berdasarkan tanggapan responden mengenai keberAtitaRembatas Kecepatan

tersebut.
Tabel 1.3
Tanggapan Responden Mengenai
Keberadaan Alat Pembatas Kecepatan
No Alternatif Jawaban Jumlah Presentase
1 Setuju 8 61,54%
2 Tidak Setuju 5 38,46%
Jumlah 13 100%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa dengan aal@eynbuatan Alat Pembatas
Kecepatan dari beberapa pihak masyarakat, sebenatelah mengganggu
kenyamanan masyarakat lain dalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapdlt Nuliasman
Kanitlantas Polisi Sektor Siak Hulu, mengenai kabdaan Alat Pembatas Kecepatan
di komplek perumahan Pandau Permai pada dasarngemimékan dampak positif
dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adafilgd Pembatas Kecepatan di
komplek perumahan Pandau Permai yaitu dapat memgjutimgkat kecelakaan di
keramaian karena pengendara akan mengurangi keoegatketika melewati Alat
Pembatas Kecepatan tersebut, dan dampak negatifadanya Alat Pembatas
Kecepatan yaitu bagi pengendara yang tidak mengetattanya Alat Pembatas
Kecepatan di depannya tentu saja dapat membahale&atamatan lalu lintdg.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polisi Lalu Lintadaptingkat Kecamatan,
dilakukan oleh Unit Lalu Lintas sebagai mana dinnakslalam Pasal 120 ayat (1)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inden&omor 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Padakatingepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor. Dan selanjutnya pada Pasal 1pit &) Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tal@i0 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisi@sdR dan Kepolisian Sektor,
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas selzagadimaksud pada ayat (2),
Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang laltadirmelalui kerja sama
lintas sektoral dan Pendidikan Masyarakat Laludsnt

b. Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalarattah falu lintas dalam
rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelantdualintas, dan

c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penangscedakaan lalu lintas
dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan bapak Muliasman
Kanitlantas Polisi Sektor Siak Hulu, dalam mengavwenggunaan Alat Pembatas

13 Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsé&kSHulu.
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Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai,grogang dilakukan oleh Unit
Lalu Lintas Polsek Siak Hulu adalah sebagai berikut

a) Kebijakan Penal
1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif yaitu penegakan hukuny yditakukan
sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini kegiazang dilakukan Unit
Lalu Lintas Polsek Siak Hulu adalah dengan melakuiegiatan Patroli Lalu
Lintas.

Selama melakukan patroli, Unit Lalu Lintas PolsetkSHulu melakukan
pengawasan dengan menilai bentuk dan ukuran AlsbREs Kecepatan yang
dibuat oleh pihak masyarakat. Apabila selama méiakypatroli Unit Lalu Lintas
Polsek Siak Hulu menemukan Alat Pembatas Kecepgtarg berpotensi
menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena bentuk wleurannya yang tidak
proporsional, maka Unit Lalu Lintas Polsek Siak tHakan melakukan tindakan
represif.

2) Penegakan Hukum Represif.

Penegakan hukum represif diterapkan apabila sesudsjadinya
pelanggaran. Berkaitan dengan tugas Kepolisiamdatengawasi penggunaan
Alat Pembatas Kecepatan yang dapat menimbulkaradée@n bagi pengedara,
biasanya dilakukan dengan penindakan secara eflukaitu dengan
memberikan teguran kepada pihak masyarakat pemBlat Pembatas
Kecepatan tersebit.

Dalam tindakan edukatif ini, Unit Lalu Lintas memikan pengarahan
kepada pihak masyarakat bahwa pembuatan Alat Pemlacepatan yang
berlebihan dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Loasperbuatan tersebut
telah melanggar peraturan perundang-undangan yamgkb karena termasuk
merintangi jalan umum dan perbuatan tersebut déipahakan sanksi pidana.

b) Kebijakan non penal

Kebijakannon penaldalam penggulangan kejahatan merupakan salah satu
bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usabagyrasional dari masyarakat
dalam menaggulangi kejahatin.

Kebijakannon penalyang biasa dilakukan oleh Unit Lalu Lintas PolSa#k
Hulu dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Ke&oepdi komplek
perumahan Pandau Permai yaitu dengan pendidikatiritds.

Bentuk pendidikan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintdolsek Siak Hulu
terhadap masyarakat mengenai Alat Pembatas Kecepaita dengan melakukan
Penerangan Keliling

Penerangan Keliling yaitu kegiatan komunikasi béwmterangan-keterangan,
gagasan atau kebijaksanaan yang disertai papan aajavan dalam maksud
menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mdngajar penerima pesan
bersedia untuk bersikap atau bertindak sesuai darajang biasanya dilaksanakan
oleh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu di daeratexd rawan kecelakadh.

14 Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Pols&kSHulu.
15 A. Widiada Gunakaya, Petrus Irian®p. cit him. 35.
16 Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsé&kSHulu.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan persaitilLalu Lintas Siak
Hulu diatas, maka dapat dilihat bahwa masih banga#lapatnya kesenjangan
antara tugas Unit Lalu Lintas sebagaimana yangbdikan dalam peraturan
khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120(3y&eraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 TaR0AO tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisiasdr dan Kepolisian Sektor
yang merupakan landasan bagi Polisi Lalu Lintaardahelaksanakan tugasnya di
wilayah kecamatan yang menyebutkan bahwa Unit Lhklotas bertugas
melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakatdnbilalu lintas melalui kerja
sama lintas sektoral dan Dikmaslantas, pelaksaiagawali lalu lintas dalam
rangka Kamseltibcarlantas, dan pelaksanaan perandgbelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangkagpkae hukum, dengan
kenyataan yang terjadi dilapangan.

Dalam kegiatan pembinaan partisipasi masyarakadatilg Lalu Lintas
melalui kerjasama lintas sektoral dan pendidikasyaekat Lalu Lintas, kegiatan
yang dilakukan oleh personil Unit Lalu Lintas dajpiitatakan hanya setengah-
setengah. Dalam konsep kerjasama lintas sektard{epolisian diharapkan dapat
menjalin kemitraan dengan masyarakat yang dapakudkbn dengan menerapkan
metode Pemolisian Masyarakat, yang dengan kegiatardinarapkan dapat
meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian mastaraerhadap
terselenggaranya keamanan, keselamatan, keteddrarkelancaran Lalu Lintas.
Namun pada kenyataannya, kesadaran hukum dari rakay@erhadap keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintasih sangat kurang, hal ini
dapat dilihat dari jumlah Alat Pembatas Kecepatangydibuat oleh beberapa
pihak masyarakat yang mencapai 150 buah dan sikagawainnya yang terkesan
tidak peduli atas keberadaan Alat Pembatas Keaepeataebut yang nyata-nyata
telah mengganggu kenyamanan dan mengancam kesatadaam berlalu lintas,
hal tersebut merupakan bukti bahwa tidak berjalankgmitraan Polisi dengan
masyarakat yaitu untuk meningkatkan kepedulian dasadaran hukum
masyarakat dalam berlalu lintas. Selanjutnya dakeh pembinaan partisipasi
masyarakat di bidang Lalu Lintas, tidak optimalikgmiatan yang dilakukan oleh
Unit Lalu Lintas Polsek Siak hulu juga dapat ditildari tidak adanya koordinasi
yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Siak Hulungsn potensi-potensi
masyarakat yang ada di lingkungan komplek perumdPamdau Permai guna
mencari pemecahan masalah atas maraknya pengglledembatas Kecepatan
di lingkungan komplek perumahan tersebut. Dalammfedaknya penggunaan Alat
Pembatas Kecepatan di komplek perumahan PandawaHaga dipengaruhi oleh
kurangnya pendidikan Lalu Lintas oleh pihak Kepahs kepada masyarakat
mengenai ketentuan teknis pembuatan Alat Pembatxepatan tersebut dan
pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran Laltad.idengan cara tidak
merusak fungsi jalan sebagaimana yang sering didakwleh beberapa pihak
masyarakat selama ini.

Dan yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan patdain tindakan
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Lalu lsnjaga tidak berjalan
sebagaimana mestinya, perhatian Unit Lalu Lintasi\geeai keberadaan Alat
Pembatas Kecepatan ini hanya ditujukan kepada béiat Pembatas Kecepatan
yang dibuat terlalu tinggi, padahal di dalam P&layat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkufalan telah jelas
disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukarbupgan yang dapat
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mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan hal inupedtan Pelanggaran. Dalam
hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan intiedéldari Polisi Lalu Lintas

mengenai pemahaman atas Undang-Undang Lalu Lirgas Ahgkutan Jalan

tersebut.

4. Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam mengawais penggunaan Alat
Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Pemmn di Wilayah
Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Maraknya pembuatan Alat Pembatas Kecepatan di ld@@aerah komplek
perumahan khususnya komplek perumahan Pandau Permeaipakan contoh
kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini éiledean dalam hal mengawasi
penggunaan Alat Pembatas Kecepatan ini masih adf@akyar penghambat yang
dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hutaktor penghambat itu terbagi atas
dua, yaitu faktor Internal dan faktor Eksterhal

a) Faktor Internal
Yang dimaksud dengan faktor Internal adalah fakéorg berasal dari dalam
tubuh Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu itu sendifaktor-faktor tersebut
diantaranya adalah :
1) Personil Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu yang Gaas

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memelihara keama
keselamatan, ketertiban dan kelancaran kelancatanihtas, terutama dalam
mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan aéerapa pihak
masyarakat di komplek Perumahan Pandau Permaintialke oleh masalah
minimnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas di Bek Siak Hulu saat ini,
jumlah personil Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hidaat ini hanya berjumlah
enam orang, hal ini tentu sangat tidak sebandimgate luas Kecamatan Siak
Hulu saat ini sekitar 1.000,33 k2.

2) Sikap Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggar lattas masih terkesan sengaja
membiarkan pelanggaran yang terjadi

Dalam hal adanya pemasangan Alat Pembatas Kecep&thnpihak
masyarakat di komplek perumahan Pandau Permaip dikat Lalu Lintas
Polsek Siak Hulu terhadap pihak pembuat Alat PeasbKecepatan ini masih
terkesan adanya pembiaran. Alat Pembatas Kecepgag dibuat oleh
beberapa pihak masyarakat dianggap merupakan hagl lyp@sa selagi tidak
menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas, hal ini dapdihat dari kurangnya
penindakan atau teguran yang diberikan kepada pkatkuat Alat Pembatas
Kecepatan.

Mengenai sikap Polisi Lalu Lintas yang terkesangagm membiarkan
pelanggaran terjadi dapat dilihat dari data yanmemileh penulis berdasarkan
tanggapan responden mengenai penindakan atau negang diberikan oleh
Polisi Lalu Lintas terhadap pihak pembuat Alat Patab Kecepatan tersebut.

" Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Pols&kSHulu.
18 Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsé&kSHulu.
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Tabel 1.4
Tanggapan Responden Mengenai Penindakan atau Tegura
Yang Diberikan Unit Lalu Lintas Polsek Siak Hulu Terhadap Pihak
Pembuat Alat Pembatas Kecepatan

No Alternatif Jawaban Jumlah Presentase
1 Pernah 2 15,38%
2 Tidak Pernah 4 30,77%
3 Tidak Tahu 7 53,85%
Jumlah 13 100%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013

Dari data diatas, maka dapat dilihat bahwa sikapt Walu Lintas
terhadap Pihak Pembuat Alat Pembatas Kecepataromplkk perumahan
Pandau Permai masih terkesan adanya pembiarantgahmya juga dilatar
belakangi oleh kemampuan intelektual dari personit lalu Lintas mengenai
ketentuan teknis pemasangan Alat Pembatas Kecefgasabut sehingga dalam
upaya penegakan hukum tidak berjalan secara maksima

3) Aparat Kepolisian kurang mensosialisasikan Undanddng Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kurangnya sosialisasi dari Kepolisian khususnyat Uailu Lintas Polsek
Siak Hulu mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun92@htang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai Atahlatas Kecepatan
menyebabkan tidak pahamnya masyarakat tentangnafoeanbuatan Alat
Pembatas Kecepatan dan sanksi terhadap pembuatPéhbatas Kecepatan
tersebut terutama Alat Pembatas Kecepatan yangatdibecara berlebihan
sehingga dapat membahayakan keselamatan pengeketataraan bermotor
yang melewatinya.

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh gdenwberdasarkan
tanggapan responden mengenai pengetahuan masyareaenai aturan
pembuatan Alat Pembatas Kecepatan tersebut.

Tabel 1.5
Pengetahuan Masyarakat Mengenai Aturan Pembuatan
Alat Pembatas Kecepatan

No Alternatif Jawaban Jumlah Presentase

1 | Tahu 2 15,38%

2 | Tidak Tahu 11 84,62%

3 Tidak Peduli

Jumlah 13 100%
Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2013
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Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat betapannya pengetahuan
masyarakat mengenai aturan pembuatan Alat Pemikatepatan tersebut. Hal
inilah yang menyebabkan semakin maraknya pembudtiat Pembatas
Kecepatan tersebut oleh beberapa pihak masyarakat.

4) Jumlah Kendaraan Patroli yang kurang memadai

Dalam melaksakan fungsinya sebagai aparat penegakrhdi jalan raya,
kendaraan sangat dibutuhkan. Peralatan yang dinaléh Unit Lalu Lintas
Polsek Siak Hulu saat ini masih kurang memadaikuntalakukan pengawasan
secara maksimal terhadap penggunaan Alat PembataepBtan terutama yang
berpotensi menimbulkan kecelakaan. Saat ini Urlit Lantas Polsek Siak Hulu
hanya memiliki empat unit kendaraan operasionalgyeandiri dari dua unit
kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda.epa

5) Dana yang terbatas

Dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatag dibuat
oleh beberapa pihak masyarakat dibutuhkan dana asgr. Disampng itu,
Dana Operasional dalam mengawasi penggunaan Alabdas Kecepatan oleh
pihak masyarakat tidak terdapat dalam Kas Operabkitnit Lalu Lintas
Polsek Siak Hulu. Dana operasional Unit Lalu LinPadsek Siak Hulu saat ini
diperuntukkan bagi pelayanan kepada masyarakatrtsgmnyelidikan dan
penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyelidikan gemyidikan kejahatan dan
pelanggaran lalu lintas bagi pengenddra.

b) Faktor Eksternal
Faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang diha@daleh Unit Lalu Lintas

Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan AlatbBes Kecepatan di

komplek perumahan Pandau Permai. Faktor tersebiut karangnya kesadaran

hukum mayarakat, antara lain :

1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Ugal-ugalan

Sebenarnya, akar permasalahan maraknya penggunaanPé@mbatas

Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai Yatana pengemudi
kendaraan bermotor terutama kendaraan roda duaglkali melaju dengan
kecepatan tinggi bila melewati jalan-jalan di dhepgmukiman warga, hal ini
tentu saja menyebabkan terganggunya keamanan rakatyaekitar komplek
perumahan tersebut. Untuk mengatasi hal terselalterapa pihak memiliki
inisiatif untuk membuat Alat Pembatas Kecepatan gden tujuan agar
pengemudi kendaraan bermotor yang melewati jalaug yalah dipasang Alat
Pembatas Kecepatan (Polisi Tidur) dapat melambat&adaraannya:

2) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Sekitar

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar miaopdaktor

penghambat yang mempengaruhi peranan Unit Laluasifolsek Siak Hulu
dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Keceagidkamplek perumahan
Pandau Permai.

9 Wawancara dengaBapak Brigadir Myu Zaibas S,HPolisi Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di PolsékSHulu.

2 Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Pols&kSHulu.

2l wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari

Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsé&kSHulu.
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Dalam hal pembuatan Alat Pembatas Kecepatan inkalten dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak masyarakébgse pembuat Alat
Pembatas Kecepatah.

5. Upaya yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk Mengaasi Hambatan Terhadap
Peranannya dalam Mengawasi Penggunaan Alat PembatakKecepatan Di
Komplek Perumahan Pandau Permai Di Wilayah Hukum Pdisi Sektor Siak
Hulu

Dalam peran Polisi Lalu Lintas mengawasi penggunddat Pembatas
Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai, Hambambatan yang
dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas cukup menyulitk&olisi Lalu Lintas dalam
mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatanuerseb

a) Faktor Internal
Dalam hambatan dari faktor interngng pada dasarnya berkenaan dengan
kondisi dalam tubuh Polisi Lalu Lintas dan sifabpadi seorang Polisi Lalu Lintas,
maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adéfah :

1) Melakukan pembenahan dan perbaharuan pada hakhglbersifat inventaris
dan properti bagi pelaksanaan tugas Polisi Laluakin Dengan pengertian
menambah segala hal-hal, baik itu yang bersifatekgban maupun yang
bersifat keuangan sebagai penunjang bagi Unit Laltas Polsek Siak Hulu
dalam mengawasi penggunaan Alat Pembatas Kecepatan.

2) Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada selunggata Polisi lalu lintas
tentang pemolisian secara bertahap serta membeBkahingan dan latihan
terus menerus kepada polisi lalu lintas oleh pimpiatau petugas Polisi Lalu
Lintas yang lebih senior hal ini bertujuan agarspeil Unit Lalu Lintas Polsek
Siak Hulu siap menjawab pertanyaan masyarakatpdinigan dan juga harus
mengerti dan memahami aturan Lalu litas

3) Menanamkan nilai moraKepolisian kepada seluruh anggota Kepolisian Lalu
Lintas agar nilai-nilai tersebut menjadi landasamn dindakannya sebagai
petugas Kepolisian.

4) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara rkataliodakan dari hati
ke hati menunjukkan bahwa tindakan petugas Kepolisiemang tulus, jujur,
terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan &eam menjaga
keselamatan, melayani, melindungi dan membimbingyarakat.

5) Bersikap profesional dalam melakukan tugasnya sesjaonsif terhadap aduan
atau keluhan masyarakat.

6) Tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap mastaréidak melakukan
tindak pidana, bersikap lebih transparan dan sel@uanggung jawab kepada
masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan.

b) Faktor Eksternal
Sedangkan dari faktor eksternal langkah yang ddakuoleh Unit Lalu
Lintas Polsek Siak Hulu difokuskan pada pengadaagrBm Citra Polantas.

22 \Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di PolsékSHulu.
% http://www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakadedikebijakan47e0b49d2935.pdf, diakses, tanggal, 3

Maret 2013.
2 http:/lwww.pekanbarumx.net/index2.php?option=coomtent&do_pdf=1&id=2370, diakses, tanggal, 30

Maret 2013.
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Program ini bertujuan untuk merubah pandangan malsyt terhadap citra
Kepolisian Khususnya Polisi Lalu Lintas, karenaas® ini penilaian masyarakat
terhadap polisi selama selalu berkonotasi neg&#ndangan tersebut harus
dirubah karena berseberangan dengan tugas pokisk Pol

Program Citra Polantas tersebut meliputi sejumladgidtan yang dilakukan
oleh Unit Lalu Lintas diantaranya:

a) Pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu .lintas
b) Pelayanan masyarakat.

c) Urai macet.

d) Penegakan hukum.

e) Kampanye lalu linta&

Dari kesemua program ini yang paling difokuskanholgnit Lalu Lintas
Polsek Siak Hulu dalam mengawasi penggunaan AlabB&as Kecepatan adalah
pendidikan masyarakat akan kesadaran berlalu ldgaspenegakan hukuthiHal
ini dikarenakan memberikan pendidikan akan kesad&exlalu lintas kepada
masyarakat yang didalamnya termasuk para pengaiarayang diharapkan akan
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat rakaim dalam berlalu
lintas. Sehingga dengan terwujud. Disamping ithhadipkan penegakan hukum
terhadap masyarakat yang melanggar peraturan ifgls Idalam hal ini adalah
pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan dapat diaksa dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan wewenang dan tugas pokoketaang Polisi Lalu Lintas.

Dalam rangka pendidikan masyarakat akan kesadardaliblintas oleh Unit
Lantas Polsek Siak Hulu, maka dapat dilakukan deng@nerapkan strategi
Pemolisian Masyarakat yaitu penyelenggaraan tuggelisian yang mendasari
kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondiah aan tertib tidak
mungkin dilakukan oleh POLRI sepihak sebagai sulifek masyarakat sebagai
objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Ridis masyarakat dengan cara
memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Pobsi darga masyarakat,
sehingga secara bersama-sama mampu mendetekai ymjal dapat menimbulkan
permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkani swititk mengantisipasi
permasalahannya dan mampu memelihara keamanan get&tiban di
lingkungannyz’

F. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dkamraidiatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
a) Peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggundlat Pembatas
Kecepatan di Komplek Perumahan Pandau Permai daydhl Hukum Polisi
Sektor Siak Hulu dilakukan melalui program-progrsebagai berikut :
1) Kebijakan Penal, yang pertama berupa Penegakan Hukum Preventif yang
dilakukan melalui Patroli Lalu Lintas, dalam patrablu Lintas, dilakukan
pengawasan dengan menilai bentuk Alat Pembatasptoe yang dibuat oleh

% Wawancara dengaBapak Iptu Yuliasman S.Sdéepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Huldari
Kamis, Tanggal 04 April 2013, Bertempat di PolsékSHulu.

% Wawancara dengaBapak Boy Efendi S,HPolisi Lalu Lintas Polisi Sektor Siak Hulu, Hatamis,
Tanggal 04 April 2013, Bertempat di Polsek SiakuHul

%" Lihat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repulsidonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masydrddalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Republik
Indonesia, Pasal 1 angka 7.
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pihak masyarakat. Jika menemukan Alat Pembatasp&éme yang berpotensi
menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena bentuk wkurannya yang tidak
proporsional, maka akan dilakukan penindakan tegmagihak masyarakat
tersebutDan yang kedua Penegakan Hukum Represif berupaga@n secara
edukatif yaitu dengan memberikan teguran kepadakprhasyarakat pembuat
Alat Pembatas Kecepatan tersebut

2) Kebijakan non-penal yaitu dengan pendidikan Masyarakat Lalu Lintas,
diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk mkatkgn partisipasinya,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan wargearalst terhadap hukum
dan peraturan perundang-undangan terutama tentariglub lintas. Dalam
kegiatan ini dilakukan melalui Penerangan Keliling.

b) Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam mengawsenggunaan Alat
Pembatas Kecepatan di Komplek Perumahan PandawaPérwilayah Hukum
Polisi Sektor Siak Hulu adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal, yang terdiri atas :
a. Personil Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu yareyJatas.
b. Jumlah Kendaraan Patroli yang kurang memadai.
c. Aparat Kepolisian kurang mensosialisasikan Undanddnig Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d. Dana yang terbatas.
e. Sikap Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggar lahtas masih terkesan
sengaja membiarkan pelanggaran yang terjadi.
2) Faktor Eksternal, yaitu :
Kurangnya Kesadaran Hukum Mayarakat, yaitu :
a. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang ugal-ugalan.
b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar.

c) Upaya yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk Metagh Hambatan dalam
Mengawasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Dpke&rRerumahan Pandau
Permai Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulubzgi dua :

1) Langkah yang diambil berdasarkan faktor penghaiydoag berasal dari internal
kepolisian, yaitu membenahi segala hal-hal yangita¢rsarana dan prasarana
bagi anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu Brdan pemberian pendidikan
tambahan bagi anggota Kepolisian, khususnya Pabgu Lintas tentang
pemolisian agar lebih bersikap professional.

2) Langkah yang diambil berdasarkan faktor penghandaai eksternal, yaitu
dengan melakukan atau menggiatan kegiatan yangifdbermemberikan
pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat geatirpenting dari tertib
berlalu lintas, dan juga penegakan hukum terhaddanggar lalu lintas dan
pihak pembuat Alat Pembatas Kecepatan.

2. Saran

a) Dalam hal peran Polisi Lalu Lintas dalam mengavpa&siggunaan Alat Pembatas
Kecepatan di komplek perumahan Pandau Permai heyaalapat menggiatkan
program-program yang bersifat pencegahan. sertat aapmberikan pemahaman
dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terupsma&k pembuat Alat
Pembatas Kecepatan tersebut.

b) Dalam hal faktor penghambat yang berasal dari nateKepolisian agar segala
yang berakaitan dengan properti dan inventaris drep&rluan dalam mengawasi
penggunaan Alat Pembatas Kecepatan segera dipgauhgasuk juga dalam hal
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mental, moral anggota Kepolisian dan prosedur pikian terhadap pihak
pembuat Alat Pembatas Kecepatan agar dapat dimalksim Sedangkan faktor
pengahambat yang berasal dari luar, dalam haerkait faktor kesadaran hukum
masyarakat dalam hal ini pengendara kendaraan barmdan pihak masyarakat
setempat, karena akar permasalahan maraknya peagyguAlat Pembatas
Kecepatan ini ada didalam diri pengendara kendadsaamotor yang suka melaju
dengan kecepatan yang tinggi alias ngebut dijatamjkomplek perumahan dan
kemudian masyarakat merespon kebiasaan ngebubuéemengan membuat Alat
Pembatas Kecepatan dengan motif menyelamatkan pemaddn dari pengendara
kendaraan bermotor yang dinilai membahayakan d#ak tbertanggung jawab.
Dan penulis berharap agar setiap individu lebilalkbglalam memecahkan suatu
persoalan dan selalu memiliki kesadaran akan hu#am kepatuhan terhadap
hukum. Karena dimulai dari situlah keadaan yangssenyaman, damai, aman
tenteram dan teratur dapat tercipta.

c) Demikian halnya dengan langkah-langkah yang diacdm mengatasi kendala
yang dihadapi, penulis menyarankan kepada Kepolddda khususnya Polisi Lalu
Lintas agar selalu bertindak sabar dan profesi@etiap anggota Kepolisian akan
berhadapan dengan banyak masyarakat yang memiikakwberbeda. Dengan
mengetahui karakteristk dari masyarakat tersebuttedika program-program
tentang pendidikan lalu lintas bagi masyarakat attapat dilaksanakan dengan
baik dan tentu saja dapat diterima dengan senangléa masyarakat.
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